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 Abstract: This study aims to determine population administration 
services in this case the Birth Certificate at the Population and 
Civil Registry Office of Wajo Regency. The results showed that the 
management of Birth Certificate services at the Population and 
Civil Registry Service of Wajo Regency was good. In terms of 
planning aspects have been calculated properly. Good 
organization in the placement of staff where the placement of 
employees according to their formal educational background. 
Comfortable service room and the amount to be served is 
proportional to the employee on duty. Supervision is carried out 
well on staff in the form of discipline and mechanism of action. 
 
Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui  pelayanan 
administrasi kependudukan dalam hal ini Akta Kelahiran pada 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo. Penelitian 
ini merupakan penelitian studi kasus yang menggunakan 
pendekatan deskriptif kualitatif. Hasil penelitian  menunjukkan 
bahwa manajemen pelayanan Akta Kelahiran pada Dinas 
Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo baik. Ditinjau 
dari aspek perencanaan telah diperhitungkan dengan baik. 
Pengorganisaian yang baik dalam penempatan staf yang mana 
penempatan pegawai sesuai latar belakang pendidikan formalnya. 
Ruang pelayanan yang nyaman dan jumlah yang mau dilayani 
sebanding dengan pegawai yang bertugas. Pengawasan terlaksana 
dengan baik terhadap staf berupa  kedisiplinan dan mekanisme 
kerjanya.. 
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PENDAHULUAN 
Pelayanan tidak bisa dipisahkan dengan manusia. Masyarakat selalu menuntut 
pelayanan yang berkualitas, meskipun tuntutan tersebut tidak sesuai dengan harapan 
karena secara empiris pelayanan publik yang terjadi selama ini cenderung berbelit-
belit, mahal, lambat dan melelahkan (Mahsyar, 2011). Telah diteliti tentang Pelayanan 
akta kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo yang 
dilihat dari kelima dimensi palayanan yaitu keandalan, daya tanggap, keyakinan, 
perhatian dan berwujud dengan hasil berkualitas atau baik karena masing-masing 
indikator lebih besar dari 60% (Sulfiana, 2011). 
Penelitian ini berfokus pada sejauh mana pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen yakni 
perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan pelayanan akta 
kelahiran pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo 
Hal lain yang dibutuhkan masyarakat dalam pelayanan Pemerintah sebagai penyedia 
layanan publik yang dibutuhkan oleh masyarakat harus bertanggung jawab dan terus 
berusaha untuk memberikan pelayanan yang terbaik demi peningkatan pelayanan 
public (Maryam, 2016). Kepuasan masyarakat adalah tolak ukur dari keberhasilan 
pelayanan publik yang diberikan oleh penyedia layanan. Pemerintah wajib 
memberikan pelayanan prima kepada publik, hal ini dikarenakan menerima pelayanan 
yang terbaik adalah hak masyarakat yang telah memenuhi kewajibannya sebagai 
warga Negara (Embi & Widyasari, 2013). 
Manajemen pengurusan akta kelahiran butuh perencanaan, hal ini sejalan dengan 
pendapat Fidarta (1997) yang mengemukakan bahwa perencanaan ialah hubungan 
antara apa yang ada sekarang (what is) dengan bagaimana seharusnya  (what should 
be)  yang bertalian dengan kebutuhan, penentuan tujuan prioritas, program, dan 
alokasi sumber, bagaiamana seharusnya mengacu pada masa yang akan datang. 
Penjadwalan kegiatan harus sesuai dengan program yang telah disusun. Proses 
kegiatan bertujuan untuk memastikan apakah program yang telah disusun dapat 
diselenggarakan sesuai dengan waktu dan tempat yang telah ditentukan sebelumnya 
sebagaimana disebutkan. Penjadwalan program merupakan tindak lanjut dari kegiatan 
penyusunan program disusun, kemudian dijadwal (diatur) kembali dan disesuaikan 
tahapanya sesuai dengan waktu pelaksanaan yang ditetapkan. 
Perencanaan anggaran sangat dan alokasinya diperlukan, hal ini sejalan yang 
dikemukakan oleh Djamaluddin (2002) bahwa anggaran tersebut harus sesuai dengan 
jenis rencana yang menggambarkan rangkaian tindakan atau kegiatan yang dinyatakan 
dalam bentuk angka angka dari segi uang untuk sesuatu dalam jangka waktu tertentu. 
Pelaksanaan adalah rangkaian kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu pekerjaan, 
sebagaimana dikemukakan oleh Tjokroamidjoyo (2005) pelaksanaan sebagai proses 
dapat kita pahami dalam bentuk rangkaian kegiatan yakni berawal dari kebijaksanaan 
guna mencapai suatu tujuan maka kebijaksanaan itu diturunkan dalam bentuk 
program proyek, hal ini seperti diungkapkan. 
Agar kegiatan terlaksana sesuai harapan maka diperlukan, proses penentuan, 
pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas untuk mencapai tujuan, 
menempatkan orang-orang  pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang 
diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relative didelegasikan pada setiap 
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individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut, adalahmerupakan bentuk 
pengorganisasian seperti yang dikemukakan oleh Hasibuan (2001). 
 
METODE PENELITIAN 
Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif dekskriptif (Gunawan, 2013) yang 
bertujuan memberi gambaran mengenai manajemen pelayanan Akta Kelahiran pada 
Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Wajo. 
Pengumpulan data primer diperoleh dari hasil observasi dan wawancara mendalam 
disertai pedoman wawancara kepada informan langsung dilapangan dan kuesioner. 
Data sekunder diperoleh dari dokumen, laporan-laporan, dan peraturan-peraturan 
yang berkaitan dengan masalah penelitian. Analisa dokumen dengan mengumpulkan 
data sekunder untuk memperkuat data primer. Observasi dilakukan dilapangan untuk 
mengetahui fenomena manajemen pelayanan akte kelahiran. 
 
HASIL DAN PEMBAHASAN 
A.  Perencanaan Pelayanan Akta Kelahiran 
Salah satu faktor internal yang sangat mempengaruhi pemberian pelayanan akte 
kelahiran pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan keluarga Berencana Kabupaten 
Wajo adalah faktor perencanaan. Keberhasilan tindak pelayanan yang dilakukan oleh 
aparat tidak akan terlepas kaitannya dengan baik buruknya perencanaan yang disusun. 
Apabila perencanaan disusun sesuai dengan kebutuhan dan mempertimbangkan 
faktor kebutuhan pelayanan, penentuan tujuan, penetapan prioritas, alokasi sumber 
dengan tetap mempertimbangkan kemampuan pelayanan dimasa yang akan datang 
maka perencanaan tersebut akan dapat menjadi acuan. 
Observasi yang dilakukan mengungkap bahwa kegiatan perencanaan pelayanan akte 
kelahiran pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan keluarga Berencana Kabupaten 
Wajo sudah dilakukan, namun kualitasnya masih perlu ditingkatkan. Hal ini 
disebabkan karena dalam proses penyusunan rencana kerja pelayanan akte kelahiran 
nampak belum sepenuhnya mengacu pada mekanisme perencanaan yang mencakup 
beberapa tindakan pokok, seperti melakukan peramalan terhadap pelayanan yang 
akan diberikan pada waktu yang akan datang dengan mempertimbangkan kondisi saat 
in. Selain itu penyusunan program, penjadwalan kegiatan, dan penganggaran 
sepenuhnya dapat dilakukan secara efektif.  
Wawancara dengan informan diketahui bahwa proses perencanaan kegiatan 
pelayanan akte kelahiran pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan keluarga 
Berencana Kabupaten Wajo sudah dilakukan sesuai dengan mekanisme kerja yang 
seharusnya, namun nampak belum optimal karena kurang mempertimbangkan unsur-
unsur seperti yang sudah disebut di atas. Dari hasil observasi yang dilakukan juga 
memperlihatkan bahwa perencanaan pelayanan akte kelahiran pada Dinas 
Kependudukan Catatan Sipil dan keluarga Berencana Kabupaten Jeneponto belum 
mempertimbangkan unsur-unsur perencanaan seperti hubungan antara apa yang ada 
sekarang dan bagaimana seharusnya, penentuan tujuan, prioritas, program, dan 
alokasi sumber yang mengacu pada masa yang akan datang.  
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B. Peramalan 
Salah satu unsur perencanaan yang penting diperhatikan adalah mengacu pada masa 
yang akan datang atau dalam perencanaan yang dilaksanakan harus meramalkan 
kejadian-kejadian pada masa yang akan datang sehingga pelayanan dapat membuat 
atau mengantisipasi kondisi tersebut mulai saat ini (Moonti, 2018). Tindakan 
peramalan dalam perencanaan harus benar-benar dipertimbangkan karena 
perencanaan tidak hanya mempertimbangkan kondisi yang akan dilakukan dalam 
jangka pendek, namun juga harus mempertimbangkan kondisi pada masa yang akan 
datang yang biasanya berubah dengan cepat dan tidak disangka-sangka (Priyani, 
2007). Kondisi ini menurut adanya peramalan (forecasting) dalam perencanaan 
sehingga sejak dini dapat disiapkan dan diantisipasi kelemahan-kelemahan organisasi 
kedepan didalam melaksanakan pelayanan akte kelahiran (Winarti, 2018). 
Berdasarkan penelitian dan observasi pada penyusunan rencana kegiatan pelayanan 
akte kelahiran, aparat sepenuhnya mempertimbangkan kebutuhan pelayanan yang 
akan datang, seperti mempertimbangkan mengenai peningkatan jumlah orang yang 
akan dilayani dengan tetap mempertimbangkan semua kelompok umur dan jumlah 
masyarakat yang belum mengurus akte kelahiran, penyediaan sarana dan prasarana 
yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan, dan lain-lain.  
Wawancara dengan informan diketahui bahwa salah satu faktor yang benar-benar 
dipertimbangkan dalam perencanaan adalah tujuan yang hendak dicapai dalam 
pelayanan tersebut. Tujuan ini sudah sejak awal ditetapkan sehingga dalam 
mekanisme perencanaan yang dilakukan faktor ini tetap menjadi perhatian utama dari 
aparat yang menyusun rencana. Adapun tujuan yang ditetapkan dalam perencanaan 
akte kelahiran pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan keluarga Berencana 
Kabupaten Wajo adalah mewujudkan pelayanan yang mudah, murah dan efektif. 
Faktor yang juga mempengaruhi keberhasilan perencanaan dalam peramalan untuk 
mendukung kegiaatan pelayanan adalah menetapkan program prioritas yang hendak 
dicapai dan diwujudkan dalam jangka pendek. Tujuan peramalan dalam perencanaan 
adalah agar dalam praktek yang dilakukan aparat dapat benar-benar mengantisipasi 
faktor-faktor yang dapat menghambat pelayanan pada waktu yang akan datang dengan 
berupaya mempersiapkan kebutuhan-kebutuhan pada saat in. Untuk itu, salah satu 
tindakan peramalan yang harus dipertimbangkan dalam proses perencanaan program 
adalah menetapkan program perioritas. 
C. Penyusunan Program 
Perencanaan pelayanan pembuatan akta kelahiran di Kab. Wajo tahap selanjutnya 
yaitu penyusunan program kerja. Program kerja ini disusun sebagai berkit:  
1) Pembuatan Sistem Informasi Kependudukan (SIAK) 
2) Program penyediaan blanko untuk administrasi kependudukan dan catatan sipil. 
3) Program peningkatan kualitas SDM pengelola dalam pembuatan akta kelahiran, berupa 
pelatihan dalam penginputan data ke computer.  Nantinya dapat menjadi tenaga inti 
dalam pengelolaan akta kelahiranKabupaten Wajo, khusus bidang Catatan Sipil dan 
lebih khusus lagi Seksi Pencatatan Sipil. 
4) Penyusun rencana program peningkatan kualitas SDM pengelola akta kelahiran 
pada dasarnya adalah program yang dilakukan secara berkesinambungan. Dalam 
penyusunan program peningkatan kualitas SDM pada Dinas Kependudukan 
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Catatan Sipil dan keluarga berencana kabupaten Wajo mempertimbangkan 
beberapa faktor, yaitu: jenis pendidikan yang akan diikuti, jumlah peserta dan 
jadwal pelaksanaan kegiatan. Rencana program tersebut kemudian diusulkan 
kepada pimpinan untuk ditindak lanjuti. 
5) Rencana yang juga disusun adalah program penyedian alat yang digunakan dalam 
pemasukan data. Adapun alat yang akan digunakan yaitu komputer dan perangkatnya 
yang semuanya dianggarkan dalam Dana Alokasi Umum (DAU). Rencana program 
pengadaan sarana ini juga diajukan kepada pimpinan guna memperoleh persetujuan 
sehingga dapat diadakan untuk mendukung kegiatan yang dilaksanakan. 
Dari penelitian yang dilakukan diketahui bahwa perencanaan dalam bentuk 
penyusunan program sudah dilaksanakan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan 
keluarga berencana Kabupaten Wajo seperti yang sudah dikemukakan diatas, namun 
dari kenyataan yang diperoleh dilapangan bahwa perencanaan program tersebut 
sepenuhnya direspon dan dilaksanakan dengan baik sehingga saat sampai diadakan 
penelitian pelayanan akte kelahiran yang dilakukan menunjukkan efektifitas yang 
diharapkan guna meningkatkan kepuasan masyarakat yang membutuhkan pelayanan. 
 
D.  Penjadwalan Kegiatan 
Penjadwalan kegiatan merupakan kegiatan yang menentukan keberasilan pelayanan 
akta kelahiran karena merupakan tindakan menata program dan menetapkan 
program-program prioritas pelayanan yang akan dilaksanan kemudian. Untuk itu 
proses penjadwalan kegiatan harus dilaksanakan secara seksama dan akurat seluruh 
mekanisme perencanaan program dapat dilaksanakan secara optimal dan akurat.  
Dari wawancara yang dilakukan diketahui bahwa penjadwalan atau pengaturan 
kembali rencana- rencana yang disusun berupa program kegiatan pelayanan telah 
dilaksanakan dengan baik dan optimal. Hal ini dapat dilihat dari beberapa faktor, 
seperti: 
1) Seluruh rencana program pelayanan akta kelahiran yag sudah disusun dijadwal 
ulang. 
2). Ditetapkan adanya prioritas yang terhadap program- program pelayanan akta 
kelahiran. 
Kedua faktor ini mengindikasikan bahwa penjadwalan kembali program- program 
yang sudah disusun atau direncanakan telah dilaksanakan secara optimal.  
Untuk dapat menghasilkan rencana program yang sesuai dan dapat mendukung 
pelaksanaan pelayanan akte kelahiran, tindakan penjadwalan kembali program- 
program dalam rencana tersebut mutlak diperlukan. Tujuan diadakannya penjadwalan 
kembali program adalah agar dapat diketahui apakah program tersebut sesuai dengan 
misi Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Wajo. 
Selain kegiatan penjadwalan kembali bertujuan agar dapat ditetapkan prioritas 
program yang mendesak untuk dilaksanan. Wawancara dengan informan 
mengindikasikan bahwa penjadwalan kembali program perencananan akta telah 
dilaksanakan dengan baik, karena kegiatan hanya bukan dititik beratkan pada 
program- program tertentu yang dianggap mempengaruhi kualitas dan pelaksanaan 
pelayanan akte kelahiran. 
Untuk melaksanakan kegiatan penjadwalan kegiatan yang baik dan efektif, sangat 
dibutuhkan tindakan pendataan. Tindakan pendataan adalah proses dimana seluruh 
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data-data penduduk dimasukkan kedalam komputer khususnya data- data tentang 
kependudukan. Proses pendataan ini dimaksudkan agar Dinas Kependudukan Catatan 
Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Wajo dapat mengantisipasi setiap perubahan 
kependudukan dan disesuaikan dengan program jangka menengah dan jangka panjang 
yang disusun. Dengan kata lain, tindakan pendataan adalah merupakan kegiatan awal 
yang dilakukan untuk memperoleh data yang diperlukan dalam pembuatan rencana 
akta kelahiran. 
Pendataan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Wajo dilakukan satu kali dalam setahun, yaitu pada bulan Oktober sampapi 
bulan November. Pendataan khusus mengenai akta kelahiran dirangkaikan pendataan 
untuk Pilkada Gubernur pada tahun 2004 (Blanko F1/01) dimana pada blanko dengan 
pendataan tersebut terdapat kolom yang pertanyaannya tentang data kepemilikan akte 
kelahiran. Dengan data tersebut maka akan diketahui berapa jumlah orang di 
Kabupaten Wajo yang belum dan sudah membuat akta kelahiran. Data tersebut akan 
merupakan acuan untuk mendapatkan bantuan blanko yang berasal dari Perum Peruri 
dari pusat, sebab penyediaan blanko untuk administrasi kependudukan disediakan 
oleh pemerintah pusat dengan cara menerima data dari daerah daerah dan ditambah 
10 persen untuk mengantisipasi jika ada kekurangan blanko atau terjadi kesalahan 
dalam pengisian data. 
Wawancara yang dilakukan dengan informan menunjukkan bahwa proses pendataan 
yang dilaksanakan selama ini cukup berjalan dengan baik dan lancar. Hambatannya 
adalah bahwa proses pendataan biasanya tidak berjalan dengan akurat karena cara 
pengisiannya walaupun sudah disosialisasikan dengan baik dan efektif, tapi masih 
tetap saja petugas pendata masih ada yang salah dalam pengisian data sehingga tingkat 
akurasi data masih kurang. Kondisi ini pada dasarnya mempengaruhi proses 
penjadwalan yang semuanya tergantung pada akurat tidaknya proses pendataan. 
Adapun jenis program yang dijadwal ulang dalam perencanaan program pelayanan  
ialah : 
a. Penjadwalan terhadap pendataan penduduk. Pendataan penduduk setiap tahun 
dilakukan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Wajo setiap bulan Oktober sampai Desember tahun bersangkutan. 
Pendataan dilakukan kurang lebih 3 bulan. Jadi bulan Januari sudah ada 
rekapitulasi yang telah dibuat oleh Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB). 
Data yang telah direkap di kecamatan kemudian dilanjutkan ke kabupaten. Data 
dari kabupaten kemudian dikirim ke provinsi paling lambat akhir bulan Februari 
dan nantinya data dari provinsi akan dikirim ke pusat paling lambat akhir bulan 
maret sehingga umpan balik data dari pusat bisa diterima kembali oleh daerah 
paling lambat bulan mei setiap tahu. Begitu terus proses penjadwalan yang berlaku 
selama ini pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Wajo. 
b. Penjadwalan Terhadap Penetapan jam pelayanan akte kelahiran yaitu : Pelayanan 
mulai jam 8 sampai jam 15. Rata rata orang yang ingin mengurus akte kelahiran 
dilayani pada jam yang sudah ditetapkan tadi. Tempat pelayanan yang memadai 
sehingga orang orang yang datang enak karena memang situasi ruang tunggu yang 
masih luas.  
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Kedua program tersebut adalah merupakan dua jenis program yang menjadi 
perioritas untuk dilakukan penjadwalan ulang, sedangkan untuk program program 
yang lain hingga diadakan penelitian telah dilakukan secara optimal. 
 
E.   Penganggaran 
Salah satu faktor yang memerlukan perencanaan adalah anggaran yang digunakan 
untuk mendanai kegiatan operasional organisasi. Jika rencana anggaran tidak 
dilaksanankan dengan baik maka pengeluaran dana dan biaya menjadi tidak efektif. 
Anggaran adalah merupakan perkiraan jumlah dana yang diterima dengan 
pengeluaran yang diwujudkan dalam bentuk angka angka yang dapat dipergunakan 
untuk kepentingan pelayanan. 
Pentingnya arti anggaran bagi pelaksanaan operasional pelayanan akta, sehingga 
dibutuhkan perencanaan yang baik dan matang agar dana yang dialokasikan dapat 
digunakan sesuai dengan peruntukannya. Berdasarkan penelitian yang dilakukan 
diketahui bahwa perencanaan anggaran pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Wajo sudah dilaksanakan, khususnya pada setiap 
tahun anggaran. Meskipun demikian, dalam perencanaan anggaran yang dilaksanakan 
tersebut belum sepenuhnya mampu mendukung kegiatan kegiatan operasional 
khususnya didalam pelayanan akte kelahiran, karena ada kebutuhan pelayanan yang 
kurang didukung oleh penyediaan dana yang memadai.  
Menurut kepala bidang Catatan Sipil, kurang optimalnya perencanaan anggaran yang 
dilaksanakan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Wajo pada dasarnya disebabkan oleh beberapa hal, yaitu: 
1). Aparat dalam menyusun anggaran tidak melakukan  pendataan terlebih dahulu  
khususnya untuk mengetahui kebutuhan kebutuhan anggaran di tiap unit kerja,  
sehingga tidak diperoleh gambaran yang jelas terhadap besarnya kebutuhan dana 
yang akan dialokasikan untuk setiap unit kerja.  
2). Anggaran disusun berpedoman pada anggaran tahun sebelumnya. Hal ini 
mengakibatkan alokasi anggaran tidak sesuai lagi dengan kondisi yang ada saat ini 
dimana seluruh unit kerja meningkat kebutuhan anggarannya karena semakin 
kompleksnya pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dalam hal pengurusan 
akta kelahiran.  
3. Unit kerja tidak berupaya untuk menyusun dan mengusulkan jumlah anggaran 
yang dibutuhkan dalam periode satu tahun anggaran sehingga aparat yang 
merencanakan anggaran tidak mengetahui persis kebutuhan dana untuk setiap 
unit kerja yang dapat dijadikan pertimbangan guna menyusun anggara. 
Adanya kelemahan tersebut dalam proses penyusunan anggaran pada Dinas 
Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Wajo menyebabkan 
proses penyusunan anggaran belum dapat sepenuhnya berjalan dengan efektif 
Adapun sumber anggaran yang digunakan Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Wajo untuk seksi  pencatatan sipil yaitu berasal dari 
anggaran Dana Alokasi Umum  (DAU) yang digunakan untuk membiayai semua 
kegiatan yang dilakukan sehubungan dengan pelayanan akte kelahiran. Anggaran 
tersebut antara lain digunakan untuk membeli peralatan yang digunakan yaitu 
komputer dan perlengkapan lainnya. Demikian pula kegiatan kegiatan lain seperti 
sosialisasi pendataan dan honor untuk petugas pendata, kemudian honor untuk 
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petugas yang melayani akte kelahiran, semuanya diatur dalam pembukuan yang 
dipegang oleh bendahara.  
Wawancara dengan informan mengungkapkan bahwa: penyusunan rencana anggaran 
kerja seharusnya dapat disusun dengan baik dan efektif karena dana yang disediakan 
dari pusat (DAU) jumlahnya terbatas, sehingga didalam pemanfaatannya juga harus 
benar-benar sesuai dengan kebutuhan anggaran yang mendesak dan diperoritaskan 
sebelumnya. Adanya kelemahan dalam proses perencanaan anggaran dimana seluruh 
unsur terkait didalam unit kerja pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Wajo belum dilibatkan sepenuhnya dalam proses perencanaan 
anggaran menyebabkan tidak jelas alokasi dana yang dianggarkan apakan sudah cukup 
atau kurang digunakan untuk mendukung peningkatan kinerja pelayanan atau tidak 
Selain penyusunan rencana anggaran yang belum berjalan dengan baik, maka 
kelemahan yang terlihat adalah bahwa pemanfaatan anggaran juga belum berjalan 
dengan baik dan efektif. Hal ini disebabkan karena adanya pemanfaatan anggaran yang 
kurang sesuai dengan rencana anggaran yang sudah di tetapkan sehingga jika terjadi 
kebutuhan-kebutuhan mendesak, misalnya formulir pendaftaran akta kelahiran jumlah 
kurang dan dibutuhkan pencetakan ulang maka proses pencetakannya akan berjalan 
lambat karena dana yang dibutuhkan harus direvisi ulang. 
Wawancara dengan informan diketahui bahwa belum efektifnya pemanfaatan 
anggaran di sebabkan karena perencanaan anggaran yang kurang mempertimbangkan 
kebutuhan-kebutuhan yang terus meningkat sehubungan dengan semakin 
meningkatnya kebutuhan akta kelahiran. Hal ini belum sepenuhnya dapat 
diantisipasioleh aparat pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Wajo dalam menyusun anggaran yang menyebabkan anggaran 
yang dibutuhkan tidak sesuai dengan besarnya kebutuhan pada satu periode anggaran. 
Agar proses pemanfaatan anggaran dapat benar-benar efektif dan dapat mendukung 
efektifitas pelayanan akte kelahiran yang dilaksanakan pada Dinas Kependudukan 
Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Wajo, kegiatan perencanaan 
anggaran harus benar-benar dilaksanakan secara efektif dan efisien dan harus 
mempertimbangkan peningkatan kebutuhan anggaran dalam tahun-tahun yang akan 
datang. 
Dalam perencanaan nampaknya peramalan belum dilaksanakan dengan baik dan 
efektif sehingga tujuan yang ingin diharapkan kurang tercapai. 
Penyusunan program-program biasa dilaksanakan dengan baik sehingga penetapan 
program-program prioritas tersusun dengan baik. Demikian pula dengan jadwal 
pendataan penduduk dan jam kerja bagi pegawai sedangkan dibagian lain masih ada 
yang perlu dibuatkan penjadwalan. 
F.   Pelaksanaan Pelayanan Akte Kelahiran 
Dalam operasionalnya pelaksanaan, perlu adanya penerapan dan fungsi manajemen 
yakni pelaksanaan kegiatan operasional. Dengan dasar pemahaman bahwa rangkaian 
tindak lanjut merupakan upaya positif (efektif dan efisien) kearah tujuan akhir. 
Disamping itu adanya sejumlah unsur yang terlibat dalam bidang pelayanan untuk 
pencapaian tujuan pelayanan menunjukkan adanya penggerakan kegiatan dalam suatu 
wadah yang jelas dan seistematis. Untuk itu dalam pelaksanaan pelayanan, perlu 
diperhatikan mengenai: 
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1 Pengorganisasian 
Pengorganisasian adalah kegiatan yang akan menentukan keberhasilan pelayanan akte 
kelahiran yang dilakukan pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Wajo, karena dalam kegiatan pengorganisasian akan ditentukan 
pengelompokan dan pengaturan aktivitas pelayanan, dalam hal ini pengaturan SDM 
dan pengaturan alat-alat atau sarana pelayanan akte kelahiran, dan tindakan 
pendelegasian wewenang kepada aparat yang satu ke aparat lainnya. 
Pengorganisasian adalah tindakan yang dilaksanakan sebelum seluruh kegiatan 
pelayanan dimulai (Wicaksono, 2015). pengaturan staf, pengaturan sarana dan 
prasarana, pembagian tugas sudah dilakukan sebelumnya melalui tindakan 
pengorganisasian sehingga pada pelaksanaanya mereka tinggal melaksanakan tugas 
dan fungsinya sesuai dengan yang sudah ditetapkan. 
Pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Wajo, 
tindakan pengorganisasian sudah dijalankan dengan baik dan jelas yang tercermin dari 
adanya proses pelayanan kepada masyarakat sudah diorganisasikan tugas dan 
fungsinya dengan jelas. 
Pengorganisasian pada Dinas Kependudukan Catatan Sipin dan Keluarga Berencana 
Kabupaten Wajo adalah didasarkan adanya struktur organisasi yang telah diatur 
dengan Perda No 2 tahun 2004. Pada Struktur Organisasi, jelas terlihat bahwa pada 
Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Wajo terdapat 
empat macam bidang, yaitu: Bidang Administrasi Kependudukan Catatan Sipil, Bidang 
Pendataan Laporan dan Analisa, Bidang Koordinasi dan Keluarga Berencana, dan 
Bidang Pembinaan Ketahanan Keluarga dan Peningkatan Keluarga Sejahtera.  
Secara organisatoris pengorganisasian pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Wajo sudah dilakasanakan dengan baik dan jelas serta 
sudah tergambar pada struktur organisasi yang didasarkan atas Perda, Pada 
prakteknya proses dan mekanisme kerja pelayanan kepada masyarakat telah 
diorganisasikan baik, khususnya pengorganisasian dalam setiap unit kerja yang ada. 
Hasil observasi yang dilakukan memperlihatkan bahwa dalam proses pelayanan akte 
kelahiran, telihat adanya mekanisme pelayanan yang dilaksanakan sesuai dengan 
mekanisme dan proses serta prosedur kerja yang sudah ditetapkan. Kondisi ini pada 
dasarnya disebabkan karena pengorganisasian yang dilakukan sudah baik sehingga 
seluruh pegawai dalam pemberian pelayanan telah memahami fungsi dan tugasnya 
dengan baik dan benar sesuai dengan struktur organisasi yang sudah ditetapkan. 
Baiknya pengorganisasian pada setiap unit kerja pada Dinas Kependudukan Catatan 
Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Wajo pada dasarnya disebabkan karena 
pimpinan di masing-masing unit kerja berperan sepenuhnya didalam mengarahkan 
dan mengatur serta memberikan petunjuk kepada pegawai mengenai tugas dan 
fungsinya masing-masing, dan tentang apa-apa yang menjadi tanggung jawabnya 
selama proses pelayanan berlangsung. Pengarahan ini dilakukan sebelum aktivitas 
perencanaan pelayanan akta dilaksanakan sehingga pegawai atau aparat bersangkutan 
benar-benar paham dan tahu apa yang akan dilakukan selama proses pelayanan 
berlangsung. 
Dengan memberikan pengarahan yang rutin, maka setiap aparat dapat 
mengorganisasikan dirinya sendiri dan mengorganisasikan dirinya dengan staf lain 
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sehingga proses pelayanan tidak ada tumpang tindih di dalam kegiatannya, karena 
masing-masing staf tahu dan memahami dengan baik apa yang menjadi tugas 
pokoknya.Dalam proses pelayanan akte kelahiran pada Dinas Kependudukan Catatan 
Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Wajo, juga dibutuhkan peralatan sebagai alat 
penunjang dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Selain SDM, maka faktor 
peralatan perlu pula diorganisasikan dengan baik. Pengorganisasian peralatan 
bertujuan agar sarana dan prasarana pelayanan yang tersedia dapat benar-benar 
dimanfaatkan dengan baik sesuai dengan peruntukannya sehinga pelayanan akta 
kepada masyarakat dapat benar-benar optimal. 
Berdasarkan hasil wawancara dengan staf pada seksi catatan sipil memperlihatkan 
bahwa pengorganisasian terhadap sarana dan prasarana peralatan sudah dilakukan 
dengan baik oleh seluruh bagian yang terlibat didalam proses pelayanan, khususnya 
dalam proses pelayanan akte kelahiran. Pengorganisasian peralatan yang sudah 
dilaksanakan dengan baik nampak dari: 
a). Peralatan atau sarana dan prasarana yang tersedia masing-masing sudah diatur 
mengenai peruntukan dan bentuk-bentuk layanan yang digunakan. 
b). Pada tiap-tiap unit kerja khususnya yang terkait dengan proses pelayanan akte 
kelahiran, sarana dan prasarana sudah disediakan sesuai dengan volume dan 
kapasitas kerja yang dilaksankan. 
Berdasarkan hal tersebut, maka nampak bahwa pengorganiasian terhadap peralatan 
sudah dilaksanakan dengan baik pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Wajo. Hasil wawancara dengan informan terungkap bahwa, 
pengorganisasian pemanfaatan sarana dan prasarana pelayanan sudah dilaksanakan 
pada setiap unit kerja dalam lingkup Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Wajo, sehingga diharapkan dalam proses pelayanan tidak ada 
lagi keterlambataan dan kekeliruan disebabkan karena sarana dan prasarana yang 
tidak tersedia. 
Faktor terakhir yang menjadi unsur dari pengorganisasian adalah pendelegasian 
wewenang. Pendelegasian wewenang adalah tindakan pengorganisasian yang penting 
dilaksanakan yang bertujuan agar seluruh beban kerja dapat terbagi dengan baik, 
khususnya jika seorang pegawai atau pimpinan tidak dapat melaksanakan pekerjaan 
tersebut karena kesibukan atau karena berhalangan. Pendelegasian wewenang penting 
dilaksanakan karena jika seorang pegawai khususnya pimpinan organisasi tidak dapat 
menjalankan fungsi dan tugasnyya dengan baik, maka diharapkan dapat 
mendelegasikan wewenangna kepada pegawai yang dianggap mampu menjalanan 
aktivitas-aktivitas tersebut, sehingga proses pelayanan tetap berjalan dengan baik dan 
lancar. 
Hasil observasi yang dilakukan dapat diidentifikasi bahwa proses pengorganisasian 
berupa pendelegasian wewenang pada Dinas Pendudukan Catatan Sipil dan Keluarga 
Berencana Kabupaten Wajo khususnya dalam pelayanan akte kelahiran dapat 
dilaksanankan dengan baik dan seksama. Dari wawancara dengan informan diketahui 
bahwa pendelegasian wewenang sudah optimal karena: 
a). Adanya mekanisme pendelegasian yang dilaksanakan. Jika staf yang bersangkutan 
berhalangan hadir maka ada upaya untuk menggantinya dengan staf yang lain 
karena memang tenaga yang terbatas selama ia berhalangan. 
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b). Seluruh aktivitas eksternal dan internal seperti dalam rapat-rapat, sering 
dilaksanakan yakni setiap bulan, sehingga hubungan antara pimpinan dan 
bawahan dapat berjalan dengan lancar. 
c). Kepercayan pimpinan terhadapat kemampuan pegawai tinggi sehingga biasa 
mendelegasikan kewenangannya kepada pegawai yang bersangkutan apabila 
berhalangan. 
 
2. Penempatan Staf 
Penempatan staf dalam pada pelaksanaan pelayanan merupakan tindak lanjut dari 
hasil seleksi yang telah dilaksanakan sebelumnya perlu memperoleh perhatian, sebab 
dengan penempatan staf yang layak, maka berbagai hal dapat dipetik oleh organisasi 
dan staf yang bersangkutan, diantaranya diharapkan dapat berkerja secara produktif, 
loyal kepada bidang tugasnya serta berperilaku positif khususnya dalam pelaksanaan 
pelayanan. Oleh karena itu dalam penempatan staf ada sejumlah faktor yang harus 
diperhatikan, yaitu: 
a). Pendidikan formal pegawai 
b. Keterampilan pegawai 
c. Pengalaman atau kemampuan pegawai 
Ketiga faktor tersebut dapat dijadikan dasar bagi pelaksanaan penempatan staf 
sehingga diharapkan dalam pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsi masing-masing 
staf dapat berjalan dengan baik dan efektif. 
Dari penelitian yang dilakukan dketahui bahwa penempatan staf sepenuhnya 
didasarkan atas latar belakang pendidikan yang dimiliki oleh pegawai. Hal ini dapat 
dilihat dari pegawai yang ditempatkan pada bagian-bagian tertentu  sesuai dengan 
latar belakang pendidikan formalnya seperti pegawai yang ditempatkan sebagai 
operator komputer, latar belakang pendidikan formalnya Sarjana komputer, sehingga 
didalam pelaksanaan tugas pokoknya mampu memberikan pelayanan secara optimal 
karena pegawai bersangkutan tidak memerlukan bimbingan-bimbingan teknis dari 
pegawai yang lebih senior. 
Wawancara dengan informan menunjukkan bahwa penempatan staf yang sesuai 
dengan latar belakang pendidikan formalnya disebabkan karena beberapa faktor, 
seperti : 
a). Penerimaan pegawai yang mempertimbangkan kebutuhan pada unit-unit kerja. 
b). Ketersediaan tenaga teknis bidang komputerisasi , sehingga penempatan yang 
dilakukan hanya sebatas pegawai yang sudah ada. 
Kedua faktor tersebut adalah merupakan penyebab sehingga pada saat ini pegawai 
yang ditempatkan sesuai dengan bidang pendidikan formalnya. Untuk mengetahui 
keadaan pegawai Dinas 
 
SIMPULAN  
Perencanaan pelayanan akta kelahiran pada Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan 
Keluarga Berencana Kabupaten Wajo dapat dilaksanakan dengan baik dan efektif 
karena peramalan pelayanan ke waktu yang akan datang diperhitungkan dengan baik 
dalam penyusunan rencana. Penyusunan program berdasarkan pada visi dan misi 
organisasi dilaksanakan dengan baik. Pelayanan pada Dinas Kependudukan Catatan 
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Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Wajo yang telah diorganisasikan telah 
dilaksanakan, terbukti dengan penempatan staf sesuai keahlian dan bidang 
keilmuannya. Proses pengawasan terlaksana terhadap seluruh SDM yang ada berupa 
kedisiplinan mekanisme kerja. 
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